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PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN
REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 2 TAHUN 2019
TENTANG
PENGADAAN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA UNTUK
GURU, DOSEN, TENAGA KESEHATAN, DAN PENYULUH PERTANIAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan Nawacita dan mendukung
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional,
khususnya pada sektor pelayanan pendidikan dan
kesehatan serta peningkatan ketahanan  pangan,
diperlukan Pegawai Aparatur Sipil Negara yang berkualitas
dan profesional dengan jumlah yang tepat di lingkungan
pemerintah;

b. bahwa untuk mengisi kebutuhan jumlah dan jenis jabatan
guru, dosen, tenaga kesehatan, dan penyuluh pertanian
sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi  Birokrasi tentang Pengadaan  Pegawai
Pemerintah dengan Perjanjian Kerja untuk Guru, Dosen,

Tenaga Kesehatan, dan Penyuluh Pertanian;
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Mengingat

Menetapkan

1.  Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur
Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5494);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang
Manajemen Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018
Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6264);

3. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2015 tentang
Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi  Birokrasi (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2015 Nomor 89);

MEMUTUSKAN:
PERATURAN MENTERI @ PENDAYAGUNAAN APARATUR
NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI TENTANG
PENGADAAN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN
KERJA UNTUK GURU, DOSEN, TENAGA KESEHATAN, DAN
PENYULUH PERTANIAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut
Pegawai ASN adalah Pegawai Negeri Sipil dan pegawai
pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh
pejabat pembina kepegawaian dan diserahi tugas dalam
suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas negara
lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-
undangan.

2. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang
selanjutnya disingkat PPPK adalah warga negara
Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat

berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu
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tertentu dalam rangka melaksanakan tugas
pemerintahan.

Jabatan adalah kedudukan yang menunjukkan tugas,
tanggung jawab, wewenang, dan hak seorang pegawai
ASN dalam suatu satuan organisasi.

Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang
berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan
fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan
keterampilan tertentu.

Kompetensi Manajerial adalah pengetahuan,
keterampilan, dan sikap/perilaku yang dapat diamati,
diukur, dikembangkan untuk memimpin dan/atau
mengelola unit organisasi.

Kompetensi Teknis adalah pengetahuan, keterampilan,
dan sikap/perilaku yang dapat diamati, diukur dan
dikembangkan yang spesifik berkaitan dengan bidang
teknis Jabatan.

Kompetensi Sosial Kultural adalah pengetahuan,
keterampilan, dan sikap/perilaku yang dapat diamati,
diukur, dan dikembangkan terkait dengan pengalaman
berinteraksi dengan masyarakat majemuk dalam hal
agama, suku dan budaya, perilaku, wawasan
kebangsaan, etika, nilai-nilai, moral, emosi dan prinsip,
yang harus dipenuhi oleh setiap pemegang Jabatan
untuk memperoleh hasil kerja sesuai dengan peran,
fungsi dan Jabatan.

Pejabat Pembina Kepegawaian adalah pejabat yang
mempunyai kewenangan menetapkan pengangkatan,
pemindahan, dan pemberhentian Pegawai ASN dan
pembinaan manajemen ASN di Instansi Pemerintah
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.

Instansi Pemerintah adalah Instansi Pusat dan Instansi
Daerah.

Instansi Pusat adalah kementerian, lembaga pemerintah
nonkementerian, kesekretariatan lembaga negara, dan

kesekretariatan lembaga nonstruktural.
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11.

12.

13.

14.

15.

16.

Instansi Daerah adalah perangkat daerah provinsi dan
perangkat daerah kabupaten/kota yang meliputi
sekretariat daerah, sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah, dinas daerah, dan lembaga teknis daerah.
Computer Assisted Test yang selanjutnya disingkat CAT
adalah suatu metode seleksi/tes dengan menggunakan
komputer.

Panitia Seleksi Calon Aparatur Sipil Negara Nasional yang
selanjutnya disebut Panselnas adalah panitia yang
dibentuk oleh Menteri untuk menyiapkan dan
menyelenggarakan seleksi calon ASN secara nasional,
yang secara teknis dilakukan oleh Kepala Badan
Kepegawaian Negara selaku ketua tim pelaksana.

Tenaga Honorer yang selanjutnya disebut TH Eks K- II
adalah Tenaga Honorer Eks Kategori II yang telah
mengikuti tes pada tahun 2013 yang terdapat dalam
database Badan Kepegawaian Negara.

Perguruan Tinggi Negeri Baru yang selanjutnya disebut
PTN Baru adalah perguruan tinggi negeri yang didirikan
dan/atau diselenggarakan oleh pemerintah dan
perguruan tinggi negeri yang berasal dari perguruan
tinggi swasta.

Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan

pemerintahan di bidang pendayagunaan aparatur negara.

Pasal 2

Ruang lingkup pengadaan PPPK dalam Peraturan menteri ini

meliputi:
a. TH Eks K-II;
b. dosen dan tenaga kependidikan pada PTN Baru; dan

C.

penyuluh pertanian berdasarkan surat keputusan
menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di
bidang  pertanian/direktur jenderal/kepala  dinas
pertanian provinsi dan/atau nota kesepahaman/MoU
antara kementerian yang menyelenggarakan urusan
pemerintahan di bidang pertanian dengan pemerintah

daerah.
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TH Eks K-II sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a

terdiri atas:

a.
b.

C.

guru yang masih aktif mengajar;

dosen yang masih aktif bertugas di Instansi Pemerintah;

tenaga kesehatan yang masih aktif bertugas di unit

pelayanan kesehatan Instansi Pemerintah; dan

penyuluh pertanian yang masih aktif bertugas.

Pasal 4

Tenaga kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3

huruf ¢, meliputi:

a.

o

S SN I

= VS

o

p—
.

I

®

dokter umum/spesialis;

dokter gigi/spesialis;

bidan;

perawat;

perawat gigi;

apoteker;

asisten apoteker;

pranata laboratorium kesehatan;
teknik elektromedis;

perekam medis;

fisioterapis;

radiografer;

sanitarian;

nutrisionis;

epidemiolog kesehatan;
entomolog kesehatan;
refraksionis optisien;
administrator kesehatan;
penyuluh kesehatan masyarakat;
analis kesehatan; dan

penguji kesehatan dan keselamatan kerja

kesehatan lingkungan kerja).

(tenaga
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